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ABSTRAK 

Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam pengembangan wilayah adalah bagaimana tingkat kerentanan 

suatu wilayah secara sosial maupun secara ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 

tingkat kerentanan sosial ekonomi di wilayah pesisir D.I. Yogyakarta yaitu identifikasi sebaran serta tingkat 

kerentanan ekonomi di wilayah pesisir D.I. Yogyakarta yang selanjutnya dispasialkan dalam bentuk peta. 

Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  berupa  deskriptif  kuantitatif dengan  tools analisis 

menggunakan  GIS.  Metode skoring juga digunakan sebagai langkah awal menilai parameter untuk 

menentukan tingkat kerentanan.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  tingkat  kerentanan  sosial  ekonomi  di  

wilayah pesisir  D.I. Yogyakarta  di  bagi  menjadi  3  kategori  yaitu  tinggi,  sedang,  rendah dengan empat 

klasifikasi perkembangan wilayah. Wilayah maju adalah yang secara ekonomi tergolong kerentanan rendah 

dan secara sosial termasuk dalam kerentanan adalah Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sanden, Kecamatan 

Temon, Kecamatan Kretek, Kecamatan Wates dan Kecamatan Galur termasuk Kecamatan Panjatan wilayah 

berkembang yakni wilayah yang kerentanan ekonomi nya tinggi dan kerentanan sosial nya rendah terdapat di 

Kecamatan Tepus dan Kecamatan Panggang. Selanjutnya wilayah terbelakang berupa wilayah yang 

kerentanan ekonomi nya tinggi dan kerentanan sosialnya juga tinggi yaitu diwilayah Kecamatan Girisubo. 

Wilayah yang maju tapi tertekan yaitu wilayah yang kerentanan ekonominya rendah tetapi kerentanan 

sosialnya tinggi terdapat Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptori dan Kecamatan Srandakan.  

Kata kunci: Spasialisasi, Kerentanan, Sosial, Ekonomi, Pesisir. 

 

 

ABSTRACT 

One of the benchmarks in regional development is how the level of vulnerability of a region is socially and 

economically. This research was conducted with the aim of knowing the level of socio-economic vulnerability 

in the coastal area of D.I. YOGYAKARTA, namely knowing the distribution and level of economic 

vulnerability in the coastal area of D.I. YOGYAKARTA which was then spatialized in the form of a map. The 

approach taken in this research is descriptive quantitative with analytical tools using GIS. The assessment 

method is also used as a first step in parameter assessment to determine the level of vulnerability. The results 

of the analysis show that the level of socio-economic vulnerability in the coastal area of Yogyakarta is 

divided into 3 categories, namely high, medium, with a classification of four regional developments. 

Developed areas are those that are economically classified as low vulnerability and socially included in 

vulnerability are Tanjungsari District, Sanden District, Temon District, Kretek District, Wates District and 

Galur District, Panjatan District. Developing areas are areas with high economic vulnerability and low 

social vulnerability. Tepus and Panggang sub-districts. Furthermore, underdeveloped areas are areas with 

high economic vulnerability and high social vulnerability, namely in the Girisubo District. The developed but 

depressed areas are areas with low economic vulnerability and high social vulnerability, namely Purwosari 

District, Saptori District and Srandakan District. 

Keyword: Spatialization, Vulnerabiliti, Social, Economic, Coastal 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Wilayah pesisir menjadi tempat pertemuan antara laut dan laut yang memiliki peranan penting dalam 

tatanan ekonomi sosial masyarakat yang menciptakan interaksi berbagai kegiatan lintas sektor seperti 

perikanan, pertanian, perdagangan dan kegiatan ekonomi sosial lainnya [1]. Umumnya karakteristik kawasan 

pesisir dapat dilihat karakter fisik dan karakter ekonomi dimana karakter tersebut menjadi syarat yang harus 

dipenuhi dalam perkembangan wilayah [2]. Disisi lain sebagian besar sebagian besar masyarakat yang berada 

di kawasan pesisir memiliki mata pencaharian pada sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan [3]. Secara 

umum pesisir D.I. Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan berada dalam lingkungan 

pemukiman yang belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh (yusliana). Dengan kondisi sosial  ekonomi  

masyarakat  yang  relatif  berada  dalam  tingkat kesejahteraa  rendah,  maka  dalam  jangka  panjang  
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tekanan  terhadap  sumberdaya  pesisir  akan semakin  besar  guna  pemenuhan  kebutuhan  pokoknya [4].  

Aspek sosial  menjadi bagian yang paling sebuah  pembangunan [5], sedangkan  wilayah  pesisir  memiliki  

peranan  yang  sangat  strategis  sekaligus  rentan  terhadap perubahan lingkungan baik yang disebabkan oleh 

alam maupaun aktivitas manusia, maka diperlukan kesimbangan dalam pemanfaatannya [4,6]. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah garis pantai sepanjang 126 kilo meter yang 

mencakup tiga kabupaten dengan sebaran 13 kecamatan pesisir. Hal ini memberikan posisi strategis dalam 

lalu lintas perekonomian di wilayah Samudra Hindia dengan potensi yang dapat dioptimalkan baik potensi 

laut maupun pesisir [7]. Berdasarkan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005- 2025, 

Pemerintah D.I. Yogyakarta memiliki komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Ketimpangan 

wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di D.I. Yogyakarta masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman. Tahun 2021 Nilai PDRB kedua wilayah ini mencapai 60% dari total PDRB D. I. 

Yogyakarta. Sementara itu, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 % dari luas wilayah D. I. 

Yogyakarta, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap D. I. Yogyakarta hanya sekitar 21%. 

Permasalahan ketimpangan yang sampai saat ini masih menjadi isu strategis dalam perencanaan 

pembangunan D. I. Yogyakarta yaitu isu ketimpangan kesejahteraaan masyarakat antar wilayah [8]. Tingkat 

kemiskinan Kabupaten/Kota diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta angka tertinggi berada di Kabupaten 

Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Bantul dimana pada ketiga wilayah Kabupaten/Kota 

tersebut termasuk dalam kawasan pesisir. Isu tersebut menjadi permasalahan yang dapat menyebabkan 

kerentanan sosial dan ekonomi dikawasan pesisir D.I. Yogyakarta.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa kerentanan  sosial  sangat  berkaitan  dengan 

permasalahan-permasalahan  yang  timbul  akibat  tingginya  tingkat  kemiskinan, tingginya  pengangguran,  

rendahnya  modal sosial  dan  manusia serta rendahnya upah minimum atau pendapatan keluarga yang pada 

akhirnya dapat menjadi ancaman [9,10]. Penelitian lain mengatakan bahawa kerentana sosial dapat dilihat 

dari rendahnya tingkat Pendidikan jenis mata pencarian masyarakat dan juga rendahnya usia produktif [11]. 

Sedangkan ekonomi  menggambarkan  tingkat  kerapuhan  dari  segi  ekonomi  dimana sumber daya yang 

dimiliki seperti lahan produktif, PDRB maupun tingkat pekerjaan penduduk mengalami degraddasi [12]. Jika 

dilihat dari penelitian sebelumnya, kerentanan lebih difokuskan pada aspek yang berhubungan dengan 

bencana dan belum ditemukan penelitian yang memiliki lokus yang sama. Sehingga peneliti teratrik untuk 

melakuakn penelitian terkait model spasial social ekonomi dengan fpokus variable pada aspek 

kependudukan, fasilitas, PDRB dan lahan produtif.  

 

2. METODE PENELITIAN  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang 

digunakan untuk mengolah data yang bersifat narasi yang diterjemahkan kedalam bentuk peta   dan deskripsi 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS).  Pada pendekatan  ini  data  yang  digunakan berupa data 

spasial yang didapatkan dari instansi terkait serta data hasil intrepretasi dari citra satelit   menggunakan tools 

analisis yang ada pada aplikasi ArcGis untuk menghasilkan peta analisis [13,14]. Sedangkan pada 

pendekatan kuantitatif   ditujukan  untuk  mengelolah  data  numerik  dalam  bentuk  skoring [15]  yang 

digunakan untuk menentukan  tingkatan   kerentanan sosial. Selanjutnya metode skoring digunakan untuk 

menentukan tingkat kerentanan pada 13 kecamatan yang diukur dengan masing-masing variabel. Untuk 

variabel sosial diukur dengan tingkat pendidikan, usia produktif dan jumlah fasilitas dimasing-masing 

kecamatan, sedangkan variabel ekonomi diukur dari PDRB perkapita, luas lahan produktif dan mata 

pencarian. Seluruh variabel diberi skor, semakin baik kondisinya dalam hal ini variabel tingkat kemajuan 

wilayah maka skor yang diberikan semakin tinggi.  Dimana kecamatan maju akan mempunyai total skor atau 

rangking lebih tinggi daripada kategori kedua (sedang) maupun kategori kecamatan ketiga (tertinggal). Hasil 

dari analisis skoring akan diinterpretasi dalam bentuk peta dan dilanjutkan dengan menggunakan tools 

analisis yang ada pada aplikasi ArcGis untuk menghasilkan peta kerentanan dan perkembangan wilayah. 

 

3. HASIL DAN ANALISIS 

3.1 Tingkat Kerentanan Sosial DAN Ekonomi 

Tingkat kerentanan sosial ditentukan melalui variabel tingkat pendidikan, usia produktif dan sebaran 

fasilitas. Tingkat pendidikan diprediksi dengan melihat tingkat melek huruf, jika menunjukkan tanda negatif 

maka berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah pesisir D.I. 

Yogyakarta. Peningkatan angka melek huruf sebagai indikator pendidikan di kawasan pesisir D.I. 

Yogyakarta akan menurunkan kemiskinan yang berarti bahwa peningkatan angka melek huruf akan 

menurunkan kemiskinan di pesisir D.I. Yogyakarta. Dari data jumlah penduduk yang menempuh pendidikan 

pada masing-masing kecamatan terlihat bahwa Kecamatan Saptosari termasuk dalam kerentanan tinggi 

karena rasio jumlah penduduk yang menempuh pendidikan berjumlah 50,52 % atau 20.150 jiwa penduduk, 
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dan Kecamatan Tanjungsari berada pada tingkat kerentanan sedang dan 11 kecamatan lainya berada pada 

tingkat kerentanan rendah. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Tingkat Kerentanan Pendidikan di Kawasan Peisisr D.I. Yogyakarta Tahun 2021 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Penduduk yang 

menempuh 

Pendidikan (jiwa) 

Rasio (%) Kelas 
Tingkat 

Kerentanan 

1. Purwosari 21.282 14.293 67,15 3 Rendah 

2. Tepus 37.008 26.533 71,69 3 Rendah 

3. Saptosari 39.880 20.150 50,52 1 Tinggi 
4. Tanjungsari 29.604 19.100 64,51 2 Sedang 

5. Panggang 29.822 20.228 67,69 3 Rendah 

6. Girisubo 25.950 18.763 72,3 3 Rendah 

7. Srandakan  31.245 22.350 71,69 3 Rendah 

8. Sanden 31.942 23.871 74,73 3 Rendah 
9. Kretek 30.879 23.031 74,58 3 Rendah 

10. Temon 29.455 20.967 71,2 3 Rendah 

11. Wates 49.335 34.990 70,92 3 Rendah 

12. Galur  33.084 22.368 67,6 3 Rendah 

13. Panjatan  39.127 28.404 72,59 3 Rendah 

                Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Disisi lain jumlah penduduk usia produktif akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir.  Hal ini disebabkan semakin tinggi jumlah penduduk usia 

produktif atau yang masih mampu bekerja meningkatkan produksi sebagai komponen dari PDRB yang 

menjadi acuan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  Penduduk usia produktif bergerak 

diberbagai sektor, baik sektor menghasilkan barang, maupun sektor penjualan jasa.  Sehingga semakin 

banyak penduduk usia produktif di suatu wilayah maka semakin baik wilayah tersebut. Dari hasil analisis 

pada tabel 2 menunjukan hasil kerentanan dari penduduk usia produktif semua kecamatan di daerah pesisir 

berkisar di angka 40 % lebih yang artinya posisi setiap kecamatan di daerah pesisir berada di kelas 2 dan 3 

yaitu kerentanan sedang dan rendah dari variabel usia produktif. 

Tabel 2 Tingkat Kerentanan Usia Produktif di Kawasan Peisisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Jiwa 

Usia 

Produktif 
Rasio Kelas Tingkat Kerentanan 

1. Purwosari 21.282 9.888 46,45% 2 Sedang 
2. Tepus 37008 16.997 45,92% 2 Sedang 

3. Saptosari 39880 19.577 49,08% 3 Rendah 

4. Tanjungsari 29604 14.053 47,46% 3 Rendah 

5. Panggang 29822 13.697 45,83% 2 Sedang 

6. Girisubo 25.950 11.822 45,55% 2 Sedang 
7. Srandakan  31.245 15.033 47,06% 3 Rendah 

8. Sanden 31.942 15.188 47,54% 3 Rendah 

9. Kretek 30.879 14.631 47,38% 3 Rendah 

10. Temon 29.455 14.232 48,34% 3 Rendah 

11. Wates 49.335 24.425 49,50% 3 Rendah 
12. Galur  33.084 13.602 41,15% 1 Tinggi 

13. Panjatan  39.127 18.999 48,55% 3 Rendah 

                         Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi salah satunya dipengaruhi oleh mutu 

pendidikan melalui pememnuhuan kebutuhan belajar seperti sarana pendidikan.  Dalam mewujudkan tingkat 

pendidikan yang berkualitas, program belajar sangatlah berpengaruh terhadap prestasi belajar seseorang.  

Pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan siswa yang berprestasi tinggi dan sebagai sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi pula. Sarana Pendidikan yang dimaksud juga merupakan alat-alat yang 

dipergunakan siswa dalam membantu proses belajarnya seperti dalam hal ini jumlah sarana belajar. Fasilitas 

belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa, semakin lengkap fasilitas belajar dan efektif 

yang artinya secara geografis letak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas 

mampu mengakomodir jumlah anak yang ada di wilayah pesisir D.I. YOGYAKARTA sehingga dapat 

menghasilkan siswa dapat belajar lebih baik, mempermudah, mempercepat dan memperdalam proses belajar. 

Berdasarkan sebaran jumlah sekolah ketersediaan sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk dari masing-masing kecamatan. Namun dalam penelitian bahwa lebih ditekankan pada seluruh 

jumlah fasilitas yang tersedia dikawasan pesisir. Dengn menggunakan skoring dapat diketahui bahwa tingkat 

kerentanan rendah berada di kecamatan wates. Hal ini menunjukan bahwa kecamatan wates sebagai ibukota 

Kabupaten Kulonprogo lebih banyak memiliki fasilitas dibanding dengan kecamatan lainnya. 
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Tabel 3 Tingkat Kerentanan Fasilitas di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021 

No Kecamatan Jumlah fasilitas Kelas Tingkat Kerentanan 

1 Purwosari 36 1 Tinggi 

2 Tepus 43 1 Tinggi 

3 Saptosari 53 2 sedang 

4 Tanjungsari 54 2 Sedang 

5 Panggang 48 1 Tinggi 
6 Girisubo 48 1 Tinggi 

7 Srandakan  40 1 Tinggi 

8 Sanden 49 1 Tinggi 

9 Kretek 39 1 Tinggi 

10 Temon 52 2 Sedang 
11 Wates 94 3 Rendah 

12 Galur  71 2 Sedang 

13 Panjatan  59 2 Sedang 

                                              Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Pada dasarnya kerentanan ekonomi merupakan kajian yang dilakukan terhadap aspek yang menjadi 

kelemahan dan dapat meningkatkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja wilayah tersebut. 

Diperlukan identifikasi untuk mengetahui kecamatan mana saja yang tergolong rentan dan tidak sehingga 

dikemudian hari bisa dibuat suatu strategi untuk mengurangi tingkat kerentanan pada wilayah tertentu. 

Berdasarkan data badan BPS tahun 2021 yang didapatkan bahwa tidak semua kecamatan memiliki data 

PDRB sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan data PDRB pada skala kabupaten sehingga analisis 

terkait PDRB dapat dilanjutkan. Data PDRB perkapita di tiga kabupaten menunjukan bahwa setiap tahun 

angka PDRB semakin meningkat tetapi tidak secara signifikan. Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo 

dan Kabupaten Gunungkidul memiliki pertumbuhan PDRB yang cukup baik.  Data menunjukkan bahwa 

tingkat kerentanan PDRB perkapita termasuk dalam kerentanan rendah 

Tabel 4 Tingkat Kerentanan PDRB Perkapita di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021 

No Kabupaten PDRB Perkapita Kelas 
Tingkat 

Kerentanan 

1. Gunungkidul 13.732.092 3 Rendah 

2. Bantul 14.826.691 3 Rendah 

3. Kulonprogo 12.216.586 3 Rendah 

                                                 Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Disisi lain masyarakat pesisir D.I. YOGYAKARTA berpendidikan yang lulus Sekolah Dasar atau 

sederajat kesempatan kerja disektor formal sangat terbatas.  Sehingga sektor pertanian yang menjadi peluang 

bagi masyarakat untuk menopang ekonomi keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan akan 

menyebabkan daya beli yang sangat rendah. Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kerentanan penduduk 

bekerja di kawasan pesisir D.I. YOGYAKARTA tedapat dikecamatan-kecamatan pesisir Kabupaten Bantul 

dan Kabupaten Kulonprogo. Secara letak administrasi lokasi kecamatan-kecamatan tersebut berada cukup 

dekat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jumlah penduduk yang cukup banyak sangat seharusnya 

diimbangi dengan usia produktif dan jumlah penduduk yang bekerja. 

Tabel 5 Tingkat Kerentanan Jumlah Penduduk Bekerja di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021 

No Kecamatan Jumlah Penduduk Penduduk Bekerja 
Rasio 

(%) 
Kelas 

Tingkat 

Kerentanan 

1 Purwosari 21.282 14.918 70,10 3 Rendah 

2 Tepus 37008 27.896 75,38 3 Rendah 
3 Saptosari 39880 28.613 71,75 3 Rendah 

4 Tanjungsari 29604 21.224 71,69 3 Rendah 

5 Panggang 29822 21.318 71,48 3 Rendah 

6 Girisubo 25.950 19.466 75,01 3 Rendah 

7 Srandakan  31.245 17.759 56,84 1 Tinggi 
8 Sanden 31.942 18.693 58,52 1 Tinggi 

9 Kretek 30.879 17.913 58,01 1 Tinggi 

10 Temon 29.455 17.926 60,86 1 Tinggi 

11 Wates 49.335 30.026 60,86 1 Tinggi 

12 Galur  33.084 19.857 60,02 1 Tinggi 
13 Panjatan  39.127 24.722 63,18 2 Sedang 

        Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Selanjutnya dari variabel lahan produktif wilayah pesisir D.I. YOGYAKARTA disimpulkan bahwa 

Kecamatan Girisubo memiliki kelas paling rendah atau memiliki tingkat kerentana paling tinggi dimana 
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kecamatan tersebut berada paling timur wilayah pesisir, semenatra kecamatan lainnya sudah cukup  mampu  

untuk  mengatasi  masalah  ekonomi  dari  ketersediaan  lahan produktif. 

Tabel 6 Tingkat Kerentanan Lahan Produktif di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021 

No Kecamatan Luas Lahan 
Luas lahan 

Produktif 
Rasio Kelas Tingkat Kerentanan 

1. Purwosari 6.834 4.732 64,24 2 Sedang 

2. Tepus 10.706 6.779 63,31 2 Sedang 

3. Saptosari 9.339 3.986 42,68 2 Sedang 

4. Tanjungsari 7.127 6.123 85,41 3 Rendah 
5. Panggang 9.886 6.533 66,08 2 Sedang 

6. Girisubo 9.427 1.221 12,95 1 Tinggi 

7. Srandakan 2.015 1.130 56,07 2 Sedang 

8. Sanden 2.357 2.380 96,73 3 Rendah 

9. Kretek 2.658 1.761 66,25 2 Sedang 
10. Temon 3.782 3.629 69,51 3 Rendah 

11. Wates 3.338 1.363 40,08 1 Tinggi 

12. Galur 3.356 1.684 50,17 2 Sedang 

13. Panjatan 4.707 3.590 76,26 3 Rendah 

                         Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Berdasarkan hasil overlay dari tiga variabel dalam aspek sosial yaitu tingkat Pendidikan penduduk, 

jumlah usia produktif dan jumlah sarana pendidikan. Dari peta di bawah menunjukan kerentanan dalam hal 

sosial dimana kecamatan yang memiliki kerentanan tinggi terdapat 1 kecamatan yaitu Kecamatan Saptosari. 

Dari segi sosial, variabel yang mempengaruhi kerentanan sosial adalah mata pencarian penduduk yang masih 

minim dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Saptosari dan fasilitas sarana 

pendidikan yang juga masih minim sehingga proses menuntut ilmu tidak cukup maksimal. Sedangkan yang 

termasuk kerentanan rendah secara sosial terdapat 7 kecamatan yaitu semua kecamatan yang ada di pesisir 
Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan satu kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Kecamatan 

Tangjungsari. 

 
 

Gambar 1. Peta Tingkat Kerentanan Sosial di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta  
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Gambar 2. Peta Tingkat Kerentanan Ekonomi di Kawasan Pesisir D.I. YOGYAKARTA 

Berdasarkan perolehan hasil dari penghitungan variabel sosial dan variabel ekonomi untuk mengukur 

kerentanan di bidang social dan ekonomi. perkembangan wilayah di 13 kecamatan dikategorikan kedalam 4 

kuadran dengan ketegori yakni Daerah Maju yaitu daerah dengan potensi fisik dan non fisik yang paling 

baik. Daerah ini memiliki cukup sumber daya manusia dan ekonomi yang cenderung stabil sehingga 

menunjang daerah untuk dapat berkembang dengan sangat baik.  Daerah berkembang berada beberapa level 

di atas daerah terbelakang.  Daerah ini berkembang dengan mulai memanfaatkan potensi fisik dan non fisik 

yang dimilikinya namun masih terkendala dengan minimnya pertumbuhan ekonomi atau minimnya keuangan 

sedangkan Daerah terbelakang adalah adalah daerah dengan potensi fisik dan non fisik yang cenderung 

rendah.  Daerah terbelakang merupakan daerah yang kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan juga dana 

sehingga tidak mampu mengembangkan kemampuan atau membangun infrastruktur secara memadai dan 

maksimal. Dalam bidang sosial dan ekonomi wilayah pesisir. Dari klasifikasi tersebut maka dihasilkan empat 

tipe perkembangan wilayah di pesisir D.I. YOGYAKARTA. 

Secara spasial pada penelitian ini dapat diklasifikasikan bahwa wilayah maju adalah wilayah yang 

secara ekonomi tergolong kerentanan rendah dan secara sosial termasuk dalam kerentanan rendah. Posisi 

wilayah tersebut kecenderungannya jauh dari ancaman ekonomi dan kerentanan sosial. Secara spasial 

wilayah ini sangat denkat dengan area perkotaan Yogyakarta. Daerah yang termasuk dalam kasifikasi ini 

adalah Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sanden, Kecamatan Temon, Kecamatan Kretek, Kecamatan 

Wates dan Kecamatan Galur termasuk Kecamatan Panjatan. Sedangkan wilayah berkembang yakni wilayah 

yang kerentanan ekonominya tinggi dan kerentanan sosialnya rendah. Wilayah ini terdapat di Kecamatan 

Tepus dan Kecamatan Panggang. Kedua wilayah ini termasuk dalam lingkup diminstrasi Kabuten 

Gunungkidul. Selanjutnya wilayah terbelakang berupa wilayah yang kerentanan ekonominya tinggi dan 

kerentanan sosialnya juga tinggi. Secara keruangan, wilayah ini merupakan wilayah yang berada di ujung 

daerah pesisir yang cukup jauh dari aerah perkotaan, seperti Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul. 

Disisi lain juga terdapat wilayah yang maju tapi tertekan yaitu wilayah yang kerentanan ekonominya rendah 

tetapi kerentanan sosialnya tinggi. Wilayah ini berada di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptori, 

Kecamatan Srandakan. Berikut gambaran klasifikasi perkembangan wilayah berdasarkan tingkat kerentanan 

sosial dan ekonomi yang dispasialkan melalui peta. 
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Gambar 3. Peta Perkembangan Wilayah Berdasarkan Kerentanan Sosial Ekonomi  

di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta  

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi terdapat 1 kecamatan yang memiliki kerentanan tinggi 

secara ekonomi yaitu kecamatan Girisubo yang berada di kabupaten Gunung Kidul dan variabel ekonomi 

yang mempengaruhi kerentanan ekonomi wilayah pesisir D.I. YOGYAKARTA, variabel lahan produktif dan 

mata pencaharian memberikan pengaruh paling besar terahadap tingkat kerentanan ekonomi dikawasan 

pesisir D.I. YOGYAKARTA. Sedangkan kerentanan rendah secara ekonomi terdapat 8 kecamatan yaitu 

Kecamatn Wates, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur yang berada di Kabupaten 

Kulonprogo dan Kecamatan Sanden, Kretek yang berada di Kabupaten Bantul dan Kecamatan Purwosari, 

Kecamatan Tanjungsari yang berada di Kabupaten Gunung Kidul.   Sedangkan secara sosial terdapat satu 

kecamatan yaitu Kecamatan Saptosari yang berada di Kabupaten Gunung Kidul yang masuk dalam kategori 

rentan. Dari segi sosial variabel yang mempengaruhi kerentanan sosial adalah mata pencaharian penduduk 

yang masih minim dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk kecamatan Saptosari dan fasilitas 

sarana pendidikan yang juga masih minim sehingga proses menuntut ilmu tidak cukup maksimal. Sedangkan 

yang termasuk kerentanan rendah secara sosial terdapat 7 kecamatan yaitu semua kecamatan yang ada di 

pesisir Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. 
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